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Abstrak
Pembangunan kesehatan adalah upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 
sehat setiap orang mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam perencanaan dan pen-
ganggaran pembangunan kesehatan di Manggarai Barat, setiap unsur-unsur sumber daya kesehatan 
dan non kesehatan bekerja parsial sehingga  hasil pembangunannya belum mencapai target yang 
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah meru-
muskan peta jalan sebagai rujukan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan di 
Kabupaten Manggarai Barat selama tahun 2016 sampai tahun 2021. Desain penelitian kualitatif 
dan kuantitatif melalui analisis data sekunder publikasi BPS provinsi Nusa Tenggara Timur dan 
Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanan penelitian melalui lokakarya persepsi 
tentang isu kesehatan, FGD penyusunan agenda kebijakan dan rekomendasi pembangunan kes-
ehatan. Peserta FGD sebanyak 35 orang. Lama penelitian dua bulan mulai Juni-Juli 2016. Hasil 
dari penelitian ini adalah tersusunnya  dokumen perencanaan sebagai peta jalan pembangunan 
kesehatan Kabupaten Manggarai Barat 2016-2021 berbasis tujuh sub sistem kesehatan daerah se-
bagai penjabaran misi pembangunan kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, yakni meningkatkan 
layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Peta jalan berisi strategi dan kebijakan 
pembangunan kesehatan disertai target sebagai indikator capaian kinerja pembangunan kesehatan 
di kabupaten Manggarai Barat sampai tahun 2021.

Abstract
Health development is  effort to increase awareness, willingness and ability to live healthy every person 
realize optimal public health. In health development planning and budgeting in West Manggarai, every 
element of health and non-health resources works partially so that the development results have not 
reached the target set by the Ministry of Health Republic of Indonesia. The purpose of this research was 
to formulate road map as reference for health development planning and budgeting in West Mangga-
rai District during 2016 until 2021. Research design was combined from qualitative and quantitative 
research through secondary data analysis of BPS publication and health profile East Nusa Tenggara 
Province. Conducting research through perception workshops on health issues,  FGD on policy agendas 
and health development recommendations. FGD participants were 35 people. Duration of two months 
study from June to July 2016. The drafting of planning document as road map of health development 
of West Manggarai District 2016-2021 based on seven sub-system of regional health  the elaboration 
health development mission, improving health care, education and social protection. The road map 
contains health development strategies and policies with targets indicator of health development per-
formance achievements in West Manggarai District 2021.
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PENDAHULUAN

Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat ke-
sempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai den-
gan standar profesi dan standar pelayanan keseha-
tan dengan menggunakan potensi sumberdaya yang 
tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, 
efisien, dan efektif serta diberikan secara aman dan 
memuaskan sesuai norma, etika, hukum, dan sosial 
budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan 
kemampuan pemerintah, serta masyarakat konsu-
men (Nketiah, 2009; Cahyati 2012).Penilaian ter-
hadap mutu pelayanan kesehatan dapat diketahui 
dengan menyampaikan beberapa pertanyaan ke-
pada konsumen, apakah pelayanan yang diberikan 
sesuai apa yang diharapkan. Apabila pelayanan yang 
diterima sama atau melebihi yang diharapkan maka 
mutu pelayanan yang dipersepsikan baik dan me-
muaskan, sebaliknya jika pelayanan yang diterima 
lebih rendah dariyang diharapkan mutu pelayanan 
dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik buruk-
nya pelayanan tergantung pada kemampuan penye-
dia pelayanan dalam memenuhi harapan pengguna-
nya (Anwar, 2009).

Kesehatan dan gizi merupakan faktor pen-
ting yang tidak dapat terpisahkan, karena merupa-
kan hal yang langsung berpengaruh terhadap kua-
litas sumber daya manusia suatu negara (Wamani, 
2007; Auliya, 2015). Hal tersebut digambarkan 
melalui pertumbuhan ekonomi, usia harapan hi-
dup dan tingkat pendidikan. Tenaga sumber daya 
manusia yang berkualitas tinggi dan berdayasaing 
yang hebat hanya dapat dicapai oleh kesehatan dan 
status gizi yang baik (Murti, 2006). Untuk itu diper-
lukan upaya-upaya untuk perbaikan gizi masyarakat 
melalui upaya perbaikan gizi di dalam keluarga dan 
pelayanan gizi pada individu yang karena kondisi 
kesehatannya harus mengalami perawatan di suatu 
pelayanan kesehatan sebagai contoh pelayanan kes-
ehatan di rumah sakit (Herawati, 2014; Dewi, 2015).

Masih rendahnya derajat kesehatan di kabu-
paten Manggarai Barat ditandai oleh capaian indi-
kator kunci pembangunan kesehatan tahun 2015. 
BPS Manggarai Barat (2016) melaporkan; (1) Angka 
kematian bayi 17,30  per seribu kelahiran hidup; (2) 
Angka kematian ibu 253,16 per seratus ribu kelahi-
ran hidup;.(3) gizi buruk balita  108 kasus, gizi ku-
rang  balita 1.202 kasus; jumlah bayi dengan berat 
badan lahir rendah 182 bayi; (4) penderita HIV 56 
orang,  Demam Berdarah 132 kasus, Diare 3.577 
kasus, Tuberculoses 115 kasus; (5) peserta keluarga 
berencana aktif hanya 61,79 % dari 40.356 Pasangan 
Usia Subur; (6) jumlah kelahiran hidup 7.241 bayi;  
(7) Umur harapan hidup 65,98 tahun; (8) jumlah 
penduduk miskin 42.550 orang atau 17,20% dari to-
tal penduduk pada garis kemiskinan Rp.259.004 per 

kapita/bulan dengan indeks kedalaman kemiskin-
an (P1) 3,97%, indeks keparahan kemiskinan (P2) 
1,31%. Kondisi kesehatan masyarakat yang masih 
memperihatinkan di atas berdampak kepada ren-
dahnya daya saing masyarakat  Manggarai Barat me-
masuki masa kehidupan global di abad millennium 
ini. BPS NTT (2016) melaporkan hasil perhitungan 
Indeks Pembangunan Manusia (metode baru) 60,04 
pointlebih rendah dari angka Provinsi Nusa Tengga-
ra Timur 62,67 point menempati peringkat 31 dari 
34 provinsi di Indonesia.

Menyadari akan pentingnya  mutu sumber 
daya manusia dikaitkan dengan komodo  sebagai 
salah  satu dari tujuh keajaiban dunia serta destinasi 
pariwisata dunia, maka peran pembangunan kese-
hatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan  men-
jadi semakin strategis  untuk menunjang pemban-
gunan pariwisata di masa depan. Tetapi berhasilnya 
pembangunan kesehatan mesti melibatkan berbagai 
aktor yakni unsur pemerintah daerah, anggota de-
wan perwakilan rakyat daerah, lembaga swadaya  
masyarakat, lembaga agama, dan tokoh serta masy-
arakat Manggarai Barat yang bekerja secara sinergis 
dan terukur untuk mencapai hasil pembangunan 
kesehatan yang maksimal. 

Salah satu misi pembangunan Manggarai 
Barat-Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2021 yaitu 
meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikandan 
perlindungan sosial. Menjabarkan misi pembangu-
nan kesehatan di Mangarai Barat, diperlukan peta 
jalan berisi strategi dan kebjakan sebagai rujukan  
perencanaan dan penganggaran pembangunan kes-
ehatan  selama tahun 2016-2021. 

METODE

Metode penelitian kombinasi dari desain ku-
alitatif dan penelitian kuatitatif. Sesuai metode pen-
elitian kualitatif  kebijakan publik dilakukan melalui 
lima tahap,  dibagi ke dalam tiga sesi; Pertama. Loka 
karya persamaan persepsi tentang isue-isue bidang 
kesehatan, dan peramalan tentang dampak dari is-
sue kesehatan. Kedua. Melakukan Focus Group Dis-
cussion (FGD) untuk menyusun agenda kebijakan, 
rekomendasi kebijakan,  Ketiga. Penyusunan  doku-
men strategi dan kebijakan pembangunan keseha-
tan 2016-2021 dirumuskan dalam Peta Jalan pem-
bangunan kesehatan Kabupaten Manggarai Barat 
Tahun 2016-2021. Peserta FGD berjumlah 35 orang, 
terdiri dari; Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
Lingkup Pemerintah kabupaten Manggarai Barat, 
tim anggaran pemerintah daerah,  anggota badan 
anggaran DPRD Manggarai Barat, Lembaga Swa-
daya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama. 

Analisis deskriptifmenggunakan data se-
kunder  dari publikasi BPS Manggarai Barat, BPS 
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Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Profil Keseha-
tan NTT. Penetapan indikator target berdasarkan 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai capaian 
kinerja sampai 2021. Pelaksanaan penelitian; Sela-
ma tiga puluh hari kerja, yakni dari tanggal 13 Juni 
2016 sampai tanggal 13 Juli 2016,  sesuai surat pe-
rintah kerja dari Kepala Bappeda Manggarai Barat 
Nomor Bap. 012.2/367-1/VI/2016 Tanggal 13 Juni 
tahun 2016 tentang pelaksanaan pekerjaan swakelo-
la penyusunan peta jalan  pembangunan kesehatan 
kabupaten Manggarai Barat 2016-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tersusunnya dokumen perencanaan “Peta 
Jalan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Mang-
garai Barat Tahun 2016-2021” sebagai acuan pem-
bangunan kesehatan di kabupaten Manggarai Barat 
selama tahun 2016-2021. Dokumen tersebut berisi; 
(1) strategi dan kebijakan pembangunan daerah; 
dan (2) target capaian kinerja sampai akhir periode 
perencanaan.

Merujuk kepada Sistem Kesehatan Nasio-
nal yang disusun oleh Kemeneterian Kesehatan RI 
tahun 2012, yang mencakup  tujuh sub sistem kes-
ehatan nasional,  disusun strategi dan kebijakan 
pembangunan kesehatan daerah; (1) Meningkat-
kan pemberdayaan masyarakat berperilaku hidup 
sehat. Kebijakan; Peningkatan promosi kesehatan 
dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan Po-
syiandu dan Posbindhu, Pengembangan pemban-
gunan kesehatan berbasis partisipasi masyarakat 
desa, Peningkatan kesehatan lingkungan dan sani-
tasi berbasis keluarga, Pengembangan budaya hidup 
sehat  peserta didik sejak dari lingkungan sekolah, 
Pemenuhan kebutuhan  air minum bersih bagi ma-
syarakat, Pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi 
masyarakat, dan Pemenuhan kebutuhan sanitasi la-
yak  bagi masyarakat; (2) Meningkatkan mutu dan 
layanan kesehatan  dasar dan rujukan pada Usaha 
Kesehatan Perorangan dan Usaha Kesehatan Masy-
arakat. Kebijakan; Peningkatan manajajemen pelay-
anan kesehatan perorangan dan masyarakat dan pe-
layanan kesehatan rujukan, Peningkatan jumlah dan 
pemerataan penempatan SDM Kesehatan, Perlu-
asan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 
(3) Meningkatkan mutu dan layanan kesehatan  Ibu 
dan Anak, Remaja, dan Lansia. Kebijakan;  Pemenu-
han Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, 
dan Lanjut Usia yang Berkualitas, pemenuhan akses 
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil,  ibu bersalin, ibu 
nifas, dan 1000 hari awal kehidupan bayi, Pening-
katan kesehatan reproduksi remaja,  Peningkatan 
pelayanan kesehatan lanjut usia; (4) Meningkatkan 
gizi masyarakat. Kebijakan; Pengembangan perbai-
kan Gizi Masyarakat yang seimbang dan berkuali-

tas; (5) Meningkatkan pengendalian penyakit dan 
penyehatan lingkungan. Kebijakan; Pengendalian 
penyakit menular (TBC,HIV, Hipertensi, dan Peny-
akit menular lainnya), Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan, Perubahan perilaku me-
nuju budaya hidup 

sehat mulai usia 15-19 tahun, meningkatkan 
pengawasan mutu air layak minum; (6) Mening-
katkan jumlah dan  tenaga dokter dan paramedis. 
Kebijakan. Pemenuhan kebutuhan tenaga medis 
dan paramedis sesuai rasio sesuai standar kemen-
terian kesehatan; (7) Meningkatkan persediaan dan 
distribusi yang merata Farmasi, Alat Kesehatan, 
makanan dan minuman. Kebijakan; Pemenuhan 
Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan 
Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan, Peningkatan 
pengawasan mutu obat dan makanan agar aman 
dikonsumsi, Peningkatan Ketersediaan, Keterjang-
kauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi, obat, dan 
Alat Kesehatan  sesuai patron epidemologi di ma-
syarakat; (8) Meningkatkan cakupan pembiayaan 
pelayanan BPJS-Bidang Kesehatan. Kebijakan; Per-
luasan jangkauan pelayanan Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) bidang Kesehatan (BPJS-Bidang 
Kesehatan); (9) Meningkatkan status RSUD Labuan 
Bajo sebagai RS Type-C dan sebagai BLUD.Kebija-
kan;  Pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesia-
lis dasar dan spesialis penunjang, dokter parame-
dis dan tenaga kesehatan penunjang sesuai standar  
RSUD Type-C, Pemenuhan sarana dan prasarana 
pelayanan kesehatan sesuai standar RSUD Type-C, 
dan Penyusunan Master Plan, Upaya Pemantauan 
dan Pengelolaan Lingkungan RSUD Labuan Bajo; 
(10) Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Sistem 
Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati sub sistem 
kesehatan Daerah. Kebijakan; Penyusunan Regulasi 
bidang kesehatan daerah berbasis masalah di masy-
arakat sebagai derivasi dari Sistem Kesehatan Na-
sional; (11) Menurunkan angka Total Fertility Rate.
Kebijakan; Pemenuhan ALOKON  tepat waktu dan 
tepat jumlah, peningkatan  Promosi dan Konseling 
bagi Pasangan Usia Subur, pengangkatan dan peme-
rataan penempatan tenaga Penyuluh Keluarga Be-
rencana dan Petugas Penyuluh Keluarga Berencana 
tingkat desa; 

Target kinerja sebagai resultante hasil imple-
mentasi kebijakan dan pelaksanaan program pem-
bangunan kesehatan selama tahun 2016-2021dise-
pakati  beberapaindikator capaian kinerja sampai 
akhir periode perencanaan. Dasar analisis peneta-
pan target berdasarkan kondisi yang dicapai sampai 
tahun 2016, diperoleh rencana capaian target kinerja 
tahun 2021; (1) rasio posyandu per 1.000 Balita dari 
20.34 %  menjadi 55 %; Rasio Puskesmas  71/1000 
Penduduk   menjadi 90/1000 penduduk;  Rasio Po-
liklinik  0,17 per 1000 Penduduk menjadi 25 per 
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1000 penduduk; Rasio Pustu 1,2 per 1000 Penduduk 
menjadi 1,5 per 1000 penduduk;  Rasio Rumah Sakit 
0,002 per 1000 penduduk  menjadi  0.002 per 1000 
penduduk; persentase tenaga kesehatan per  fasilitas 
kesehatan 11,11 per 10.000 penduduk menjadi 88,89 
per 10.000 penduduk;

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditan-
gani 57.06 % menjadi 72,19; Cakupan pertolongan 
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan 87.09 % menjadi 100%, Ca-
kupan Desa/kelurahan Universal Child Immuni-
zation 68.05 % menjadi 94.68 %, tetap memperta-
hankan cakupan perawatan balita gizi buruk 100%; 
Angka Kesembuhan Penderita TB Paru dan BTA + 
dari 63.33% menjadi 89%; Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita penyakit DBD dari 100% 
menjadi 100%, Cakupan pelayanan kesehatan ruju-
kan pasien masyarakat miskin dari 0.14% menjadi 
25.02 %; Cakupan kunjungan bayi (kunjungan neo-
natus) dari 96.86% menjadi 100%; Persentase Pen-
duduk yang Memanfaatkan Puskesmas dari 8.35% 
menjadi 22.50%.  Persentase balita gizi buruk dari 
0.54 menjadi 0.34; Usia harapan hidup 65.98 tahun 
menjadi 68.50 tahun.

Persentase rumah tinggal bersanitasi 27.38% 
menjadi 44.71%;  Rumah tangga pengguna air ber-
sih 47.59% menjadi 75%; Lingkungan pemukiman 
kumuh 29.6% menjadi 0%; Rumah tangga bersani-
tasi layak dari 27.38% menjadi 44.71%; Persentase 
Penduduk berakses air minum layak 9.14 % menjadi 
25 %; Pencemaran status mutu air 15 % menjadi 0%; 
Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk 
dari 0% menjadi 3.00 %; Jumlah dokumen AMDAL, 
UKL/UPL, KLHS 675 dokumen menjadi 1.000 do-
kumen;

Rata-rata jumlah anak per keluarga 4.4 orang 
menjadi 4 orang; Cakupan peserta KB aktif 59.8% 
menjadi 75%; Persentase Unmeet Need 15.33 % 
menjadi 9.50 %; Indeks Kepuasan Layanan Masya-
rakat Kesehatan dari 57% menjadi 100%; Posyandu 
aktif 52 % menjadi 100%; Pengeluaran konsumsi 
non pangan perkapita 42.60 % menjadi 48.8 %; Pen-
geluaran kesehatan dari 3,25% dari pengeluaran per 
kapita menjadi 15%:

Persentase penduduk di atas garis kemiski-
nan dari 82.8% menjadi 87.00%; Indeks kedalaman 
Kemiskinan (P-1) dari 3.97% menjadi 2.50%; Indeks 
keparahan Kemiskinan (P-2) 1.31% menjadi 1.02%;

SIMPULAN

Sebagai kawasan destinasi pariwisata Komo-
do, masyarakat Manggarai Barat memiliki perilaku 
hidup yang bersih dan berdaya saing.Untuk mewu-
judkannya, perlu didukung oleh konsistensi antara 
rencana, kebijakan dan implementasi pembangu-

nan kesehatan seperti tercantum di dalam peta jalan 
pembangunan kesehatan.

Berhasilnya pembangunan kesehatan daerah 
atas hasil sinergisitas peran aktor-aktor pembangu-
nan kesehatan, daripemerintah, masyarakat, tokoh 
agama, LSM, para asosiasi profesi dan pemerhati 
bidang kesehatan di dalam bingkai peta jalan pem-
bangunan kesehatan kabupaten Manggarai Barat.
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